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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan Renstra Daerah Kota Kotamobagu Tahun
2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai salah satu Perangkat
pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
penanganan masalah di bidang sosial di wilayah Kota Kotamobagu.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota
Kotamobagu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kewenangannya, Dinas Sosial Kota
Kotamobagu berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang antara
lain mengurangi angka kemiskinan, penanganan PMKS serta
pemberdayaan PSKS melalui mekanisme pemberian bantuan sosial,
jaminan dan perlindungan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan pemberdayaan sosial,serta peningkatan akurasi dan kualitas
data kemiskinan.

Selanjutnya dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan masyarakat perkotaan yang pesat, menimbulkan dampak
positif dan dampak negatif dengan meningkatnya kompleksitas
permasalahan sosial. Olehnya upaya antisipatif yang harus dilakukan
antara lain peningkatan sumber daya aparatur serta defitalisasi sistem gt
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RENSTRA DINSOS BAB | PENDAHULUAN 2019-2023

Dipindai dengan CamScanner



pelayanan pada masyarakat yang dapat menciptakan efisiensi dan
efektifitas pelayanan khususnya pada permasalahan sosial yang ada

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Walikota Kotamobagu Tahun
2019-2023 yaitu Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya
Saing, maka dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan
dalam 5 (lima) Tahun ke depan, upaya Dinas Sosial Kota Kotamobagu
adalah meningkatkan kesejahteraan PMKS, pemberdayaan PSKS, serta
meningkatkan akurasi dan kualitas data kemiskinan.
1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota
Kotamobagu selaku perangkat daerah, berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33),
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&  Undang-Undang Namal 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(L @b Negala Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Fambahain Lambaian Negara Republik indonesia Nomor 4725);
Uodang-Undang  Nomoi \1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12 Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 4967),

8  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2011 Nomor
33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagvah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J,
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2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178),

14 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2019; dan

19. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan

program pembangunan bidang kesejahteraan sosial guna mendorong
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pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD
Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota

Kotamobagu adalah agar penyelenggaraan program dan kebijakan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara
terencana, terukur, terarah dan sinergis antara kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM guna mewujudkan Visi dan
Misi Dinas Sosial Kota Kotamobagu khususnya serta Visi dan Misi Kota

Kotamobagu Tahun 2019-2023 pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut
BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB || GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daeran
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat
daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu
eselon di bawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang
struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah
yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu
strategis pelayanan perangkat daerah.
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat
daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan

Hidup Strategis pada RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat
daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
perangkat daerah yang mempengaruhi
pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

permasalahan

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah:
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L:

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota:

Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

.

\
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AR I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGEAT DAERAN
DINAS SBOBIAL KOTA KOTAMORAGH

24, Tugas, Fungsl, dan Birakiur Organisas

210 Susunan Organisasi
Dinas  Hosi@al Kota  Koltamobagl  yang frafiipakan salal sali

perangkat dasrah dalam lingkungan Pamarnntal Kota Kotamobagu 1slah
ditetapkan berdasarkan Paraturan Daaral Namor B Tahun 2016 taitang
Pembentukan dan Susunan Ferangkal Dasrah Kota Kotamabagu wabiayal

penjabaran darl Meraturan Pamerintah Nomor 16 tahun 2016 tantang

Parangkat Dasrah.
Dalam menyelenggarakan fugasnya selaki  perangkal daarah,

Dinas Sosial Kota Kotamobagu mempunyal tugas menyelenggarakarn
gebaglan tugas pembangunan bidang kesejahternarn sosial, sebagian

tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Sedangkan Fungsl Perangkal Dasrah Inl adalah melaksanakan

kebijakan  program  pembangunan kesojahteraan  sosial - serla
pemerintahan umum lainnyas dalam lingkup wilayah pemerintahian Kots

Kotamobagu,

2.1.2 Uralan Tugas
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinys Dinas Sosial Kota

Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahl 1
(satu) orang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan 2 (dua)
orang Kepala Bidang sebagai Unsur Pelaksana Teknis Uralan Tugas
Pokok dan Fungsi sebagaiamana tersaji dalam Tabel berikut

—————————— e e s
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Kasubag Umum dan
Kepeagawaian

?’Mnn\nsnn rencana kerja,
I melaksanakan tugas teknis
| ketatausahaan, mengelola
administrasi kepegawaian
sorta melaksanakan urusan
rumah tangoa

11

1. Menyusun
program  karjauntuk
bagian umum
kepegawaian,
Menyilapkan bahan
perumusan kebijakan teknis
di  bidang umum dan
kepegawaian,
3. Menyiapkan bahan dan
peralatan keperluan teknis
dan administrasi;
Menata dan memelihara
sarana dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan
data kepegawaian,
6. Melaksanakan penataan

dan pengelolaan
administrasi umum dan

administrasi kepegawaian;

7. Mengelola dan
melaksanakan urusan
ketatausahaan dan
kearsipan,

8. Melaksanakan
administrasi,
dan
kepegawaian;

9. Mengelola
melaksanakan
keprotokolan
perjalanan dinas;

10. Melaksanakan dan
mengawasi urusan rumah
tangga,

11. Melaksanakan pengelolaan
dan pemeliharaan atas
barang inventaris aset
kantor, baik yang bergerak

maupun yang tidak
bergerak;

12. Melakukan proses
administrasi terkait dengan
penata  usahaan, tata

laksana dan pengelolaan
kesekretariatan;

13. Melaksanakan monitoring,
evaluasi dan menyusun

laporan pelaksanaan
kegiatan; dan

14 Melaksankan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

rencana dan
sub

dan

dan

urusan
pembinaan
pengawasan

dan
urusan
dan

Kasubag
Perencanaan
Keuangan

dan

Menyiapkan dan menyusun
perencanaan berdasarkan
perencanaan dari bidang

dan sub bidang dalam unit

1. Menyusun rencana dan
program kerja untuk sub
bagian perencanaan dan

keuangan,
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rehabilitasl  sosial
diluar panti  dan |/
loembaga,

4. Melaksanakan kabijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan |
evaluasi polaksanaan \
rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di
luar pantt dan [/ atau
lembaga,

5. Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinas
serta pemantauan  dan

annk
nlau

evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi  sosial  tuna
sosial dan korban

perdagangan orang di luar
panti dan / atau lembaga;

6. Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial
lanjut usia di luar panti dan
/ atau lembaga;

7. Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan

evaluasi perlindungan
sosial korban bencana
alam;

8. Melaksanakan  kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi

serta pemantauandan
evaluasi perlindungan
sosial korban bencana

sosial;

9. Melaksanakan  kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pemantauan dan
evaluasi jaminan sosial
keluarga;

10.Mengelola data pelayanan
sosial ODHA untuk

dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada
pemerintah daerah
Provinsi;

11.Mengelola data pelayanan
sosial korban
penyalahgunaan  NAPZA
untuk dikoordinasikan dan

dilaporkan kepada
pemerintah daerah
Provinsi;

12 Melaksanakan norma,

standar, prosedur, dan
kriteria bidang rehabilitasi

LSS “l'
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sosial penyandangd disabilitas, tuna
sosial dan korban perdagangan orang

3 Melaksanakan kebijakan, pemberian |
bimbingan teknis, serta supervisi
pemantauan, evaluasi dan pelaporan

) pelaksanaan rehabilitas sosial

penyandang disabilitas  fisikk  dan

' sensorik di luar panti dan / atau |

lembaga,

4. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan  teknis serta  supervis|
pemantauan, evaluasi dan pelaporan |
pelaksanaan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas mental dan
intelektual di luar panti dan | atau
lembaga,

5. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis  serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan |
pelaksanaan rahabilitasi sosial |
gelandangan, pengemis, BWBLP, serta
KPO, dan korban tindak kekerasan di |
luar panti dan /atau lembaga;

6. Melaksanakan kebijakan, pemberian |
bimbingan teknis  serta supervisi, |
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksnaan  kebijakan  di bidang |
rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar
panti dan / atau lembaga;

7. Mengelola data pelayanan ODHA untuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah Provinsi; ‘

8. Mengelola data pelayanan sosial korban |
penyalahgunaan NAPZA untuk |
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada |
pemerintah daerah provinsi; i

9. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan |
bimbingan teknis, serta pemantauan |

‘~ ~ — [ pedoman, kriteriadi bidang rehabilitas
|
\

dan evaluasi pelaksanaan |
pengembangan kelembagaan
rahabilitasi sosial penyandang |

disabilitas, tuna sosial dan KPO di luar |
panti dan/atau lembaga; dan |

10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan |
pimpinan sesuai bidang tugas dan
fungsi.

Kepala Seksi Perlindungan dan | 1. Menyusun rencana dan program kerja |

Jaminan Sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial; :

2. Menyiapkan dan merumuskan
kebijakan, regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bidang
perlindungan dan jaminan sosial,

3. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan  kesiapsiagaan  dan |

RENSTRA DINSOS BAB /| GAMBARAN PELAYANAN PERANGKA T DAERAH 2019-2023

Dipindai dengan CamScanner



16

mitigasi,

4 Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta  supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kemitraan, pengelolaan
logistik, penyediaan kebutuhan dasar,
dan pemulihan trauma bagi korban
bencana alam;

5 Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyediaan kebutuhan
dasar dan pemulihan trauma bagi
korban bencana sosial;

6. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pencegahan penanganan
korban bencana sosial, politik dan
ekonomi;

7. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial;

8. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan seleksi, verifikasi,
terminasi dan kemitraan jaminan sosial
keluarga;

9. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyaluran bantuan dan
pendampingan jaminan sosial keluarga;

10.Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan
fungsi.

Jabatan Tugas Fungsi

Kepala Bidang | Melaksanakan urusan | 1. Menyusun rencana dan

Pemberdayaan bidang pemberdayaan program kerja  bidang

Sosial dan | sosial dan penanganan fakir pemberdayaan sosial dan

Penanganan Fakir | miskin penanganan fakir miskin;

Miskin 2. Merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

3. Melaksanakan verifikasi
dan validasi fakir miskin
cakupan Kota
Kotamobagu;

4. Melaksanakan kebijakan, | @1_
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pemberian bimbingan |
teknis serta supervisi, |
pemantauan, evaluasi dan |
pelaporan pelaksanaan |

, identifikasi dan pemetaan,

5 Melaksanakan kebijakan
pemberian bimbingan |
teknis serta  supervisi,
pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
penguatan kapasitas,

6. Melaksanakan kebijakan
pemberian bimbingan |
teknis serta  supervisi,
pemantauan, evaluasi dan |

pelaporan pelaksanaan
pendampingan, |
7. Melaksanakan kebijakan, |
pemberian bimbingan |

teknis serta  supervisi, |
pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan |
pemberdayaan sosial, dan

8. Melaksanakan tugas lain |
yang diberikan pimpinan |
sesuai bidang tugas dan |
fungsi.

Jabatan Tugas dan Fungsi

Menyusun rencana dan program kerja "
bidang identifikasi dan penguatan |
kapasitas; \‘

2. Menyiapkan dan merumuskan |
kebijakan, regulasi, norma, standar, |
pedoman, kriteria di bidang identifikasi \
dan penguatan kapasitas; ‘

3. Melaksanakan verifikasi dan vahdaS|‘
fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu;

4. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta  supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

5. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pendampingan;

6. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan sosial;

7. Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas, dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas dan
fungsi.

Kepala  Seksi Identifikasi

dan | 1.
Penguatan Kapasitas
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Kota Kotamobagu masih kekurangan sumber daya aparatur untuk
menjalankan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menurut Tingkat Pendidikan :
Tabel 2.2.1.2
Rekapitulasi Pegawai PNS dan CPNS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
(Data Tahun 2018)

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persen (%) J]
1 SD - = |
2 SMP - -

3 SMA 5 238 %

4 D4 3 ]

5 D.3 - E

6 Si 15 71,4 %
7 S.2 1 48 %
8 S.3 - :

JUMLAH 21 100 %

3. Menurut Jabatan / Eselon :

Tabel 2.2.1.3
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon
(Data Tahun 2018)
No Jabatan / Eselon Jumlah
1 Eselon Il 1
2 Eselon Ill 3
3 Eselon IV 8
4 Staf 9
JUMLAH 21

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kotamobagu berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: J.
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU TIPE C

KEPALA DINAS SOSIAL
SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA V/A
NIP. 19740815 200012 2 003

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL TY OLII, SH
PEMBINA IV/A
NIP. 19671102 198908 2 001

i l
KASUBAG UMUM DAN KASUBAG PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
HJ. MARIAM ABBAS, SE DIANA NIA MOKOGINTA, SE
PENATA TKT. | lIVD PENATA lIiC
NIP. 19690619 199203 2 004 NIP. 19851005 200902 2 003 J

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
CHANDRA K. WAHID, S.STP. M. Adm.SDA
PENATA TKT.I VD
NIP. 19850609 200412 1 001

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
ROI PAPUTUNGAN. SE
PENATA TKT.l /D
NIP. 19760714 200902 1 001

1

[

KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA DI LUAR PANTI
VIVI YANTI PONTOH
PENATA IlI/C
NIP. 19680511 199303 2 010

KEPALA SEKS! IDENTIFIKASI DAN
PENGUATAN KAPASITAS
RACHMAT Z.U. PANGERANG, ST
PENATA TKT.I 1il/D
NIP. 19780804 200902 1 002

KEPALA SEKSI| REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS, TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
ASTRY IVA MONOARFA, SE
PENATA TKT.I /D
NIP. 19841111 200802 2 003

KEPALA SEKS| PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENYALURAN BANTUAN
STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
U UDIN S. MOKOAGOW, S.S0S
PENATA TKT.l /D
NIP. 19681030 200604 1 003

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL
ULFAH | (0]
- PENATA TKT.l VD

NIP. 19801202 200604 2 010
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2.2.2 Lembaga Pelayanan

Dinas Sosial Kota Kotamobagu memiliki potensi sumber daya baik
kelembagaan maupun sumber daya manusia sebagai mitra dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan, antara lain :

1. LK3 yakni sebagai wahana konsultasi atau konseling dari anggota
masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarga, misalnya
tindak kekerasan.

2. TKSK yakni terdiri dari 4 orang yang bertugas di setiap Kecamatan.
TKSK berperan sebagai mitra Dinas Sosial dan bertugas
menangani permasalahan sosial, pendampingan, termasuk
pendataan PMKS dan PSKS.

3. SDM PKH, yang melaksanakan fungsi teknsi penyelenggaran PKH
di daerah.

4, SLRT dan PUSKESOS yang berkedudukan di Dinas Sosial Kota
Kotamobagu dan di Desa/Kelurahan.

5. Secara keseluruhan ada 11 jenis PSKS sebagai mitra dari Dinas
Sosial Kota Kotamobagu dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial
yang berkeadilan dan merata maka Dinas Sosial Kota Kotamobagu
melaksanakan program-program Kementerian Sosial Rl, Dinas Sosial
Daerah Provinsi Sulawesi Utara baik itu melalui dana APBD maupun
APBN.

Dalam hal efektifitas dan sinergi program, Dinas Sosial Kota
Kotamobagu melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan instansi
terkait dalam hal ini Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Daerah Provinsi
Sulawesi Utara, disamping program-program pemerintah Kota
Kotamobagu melalui anggaran APBD.

Upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Tersedianya sumber daya manusia merupakan faktor utama suksesnya
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pencapaian tujuan organisasi. Disamping sumberdaya manusia harus
didukung dengan sumber daya lainnya antara lain aset/modal yang
merupakan sarana pendukung lainnya.
2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota
Kotamobagu di dukung fasilitas kerja yang menunjang kegiatan pelayanan
administrasi berupa asset tergambar berikut ini ;

Tabel 2.2.3.1
Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)
(Data Tahun 2018)

NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG KETERANGAN

1 Kursi Kerja/Lipat 20

2 Meja Kerja 1/2 Biro 38

3 Meja Kerja Direksi 1

L Kursi Kerja Direksi 11

4 Meja Kerja 1 Biro 2

5 Printer 9 ‘

6 Laptop 4

7 Komputer PC 5 ;

8 Mesin Ketik 1

9 Kamera Digital 3

10 Kursi Plastik 29

11 Mesin Paras 5 ‘

12 Wireless 2 ]

13 Over Head Projector 1 —

15 Sepeda Motor 5

16 Lemari Kayu 4

17 Faximile 1

18 kursi sofa 3

19 | Mobil 2 ‘

20 Sound Sistem 1

21 Brankas 1 B

22 AC 7

23 | Kipas Angin 3 A
i

L
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No |NAMABARANG JUMLAH | KETERANGAN
24 Tangga Alum}nium T TS 1 7]
25 Lemari Besi 1 B L 7_7‘]\‘
26 Meja Rapat ey 1 J‘
27 Mesin Absensi 1 % |
28 Ubiquity Nanostation 2 =l |
29 Akses Point 2 |
30 Kabel UTP 100 M |
3 Koneksor 10M J
32 Filling besi 5 ‘
33 | Pipa Besi 2 i
u | cerv 1 L
35 Scanner 3 |
36 UPS 3 |
37 Meja reseption 1 !
38 Stationary Generating Set 1 |
39 | Televisi 1 |
40 Dispenser 2 ‘1
41 Router 1 T

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah yang
menyelenggaran pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang
kesejahteraan sosial sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 telah
menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan data
hasil capaian target kinerja tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa
penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mampu memberikan
kontribusi  terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam bidang
kesejahteraan sosial, salah satu tolok ukur indikator keberhasilan adalah
meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu telah melakukan

intervensi
terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai

dengan alokasi
program kegiatan dan anggaran yang tertata pada DPA yang merupakan

penjabaran dari APBD Kota Kotamobagu sejak Tahun 2016-2018.
Capaian target kinerja telah dituangkan dalam LAKIP dan Laporan

Tahunan yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian
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terminasi dan kemitraan jaminan sosial
keluarga; ]

9. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyaluran bantuan dar)
pendampingan jaminan sosial kelgarga,

10. Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas, dgn ;

11. Melaksanakan tugas lain yand diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan
fungsi.

Jabatan Tugas g

Kepala Bidang | Melaksanakan urusan | 1. Menyusun rencana ’ddan
Pemberdayaan bidang pemberdayaan sosial program kerja .bl ang
Sosial dan | dan penanganan fakir miskin pemberdayaan 'sosllall dan
Penanganan  Fakir penanganan fakir miskin;
Miskin 2. Merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

3. Melaksanakan verifikasi dan
validasi fakir miskin cakupan
Kota Kotamobagu;

4. Melaksanakan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis
serta supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan identifikasi dan
pemetaan;

5. Melaksanakan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis
serta supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penguatan
kapasitas;

6. Melaksanakan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis
serta supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pendampingan;

7. Melaksanakan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis
serta supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan
sosial; dan

8. Melaksanakan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

Belum optimalnya |
upaya |
penanganan

rehabilitasi sosial,
perlindungan

sosial, jaminan |
sosial, u‘
penanganan fakir |
miskin, serta l
pemberdayaan

sosial bagi PMKS ‘
dan PSKS. ‘

Jabatan Tugas dan Fungsi \

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan | 1

) . Menyusun rencana dan program kerja
Kapasitas

bidang identifikasi dan

kapasitas;

i penanganan

2. Menyiapkan dqn merumuskan | rehabilitasi sosial,
kebijakan, regqlasn: norma, standar, | perlindungan

pedoman, kriteria di bidang identifikasi | sosial, jaminan

dan penguatan kapasitas;

Belum optimalnya
penguatan | upaya

: . sosial,

3. Me!aks_angkan verifikasi dan validasi | penanganan fakir
fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu; | miskin, serta

4. Melaksanakan kebijakan,

A . pemberian | pemberdayaan
bimbingan teknis serta supervisi, | sosial bagi PMKS
pemantauan, evaluasi dan pelaporan | dan PSKS.
pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

B e
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Melaksanakan ké[)i]?iéﬁ,—-—pembivriias?
bimbingan  teknis gerta Supe rarl\ \
pemantauan, evaluasi dan pelapo
pelaksanaan pendamptngan. .
6. Melaksanakan kebijakan, pembenz? \
bimbingan  teknis serta supervnr.‘
pemantauan, evaluasi dan pe!apora |
pelaksanaan pemberdayaan sosia’l, B l
7. Melakukan monitoring, evah:;»l:rl]
tugas,
pelaporan pelaksanaan an
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

o

pimpinan sesuai bidang tugas dan |
';!‘—"—‘QSLv rencal A/Id———_'; Beﬂjm npﬁmainya \
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, | 1. Menyusun rencana dan prc:g;z;?; r:i'alt, e
Penyaluran  Bantuan Stimulan  dan bidang pemberdayaan e 'dan | penanganan
Penataan Lingkungan penyaluran :ant:gf\ stimula PUTRRR,
2 v::;?:;kg?\g ungdar'\ merumuskan perl.indung;n _
. kebijakan, regulasi, norma, st;'r(\jdargi ZZ::" jaminan
edoman, kriteria di an ; _
gemberdayaan masyarakat, penyah:ran ;rﬁ;\:i?‘ganan ;::;
i an enataan :
ﬁ:g:(l‘lj?‘r;an‘sbmman ‘ 4 pemberdayaan

3. Melaksanakan kebijakan, bimbingaq sosial bagi PMKS
teknis serta pemantauan dan evaluasi | dan PSKS.
pekerja sosial masyarakat, tenaga
kesejahteraan sosial kecama‘t'an, serta
tenaga kesejahteraan sosial dan
relawan sosial lainnya; ;
4. Melaksanakan kebijakan, bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi ‘
pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil; ,
5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
bantuan stimulan; ' (
6. Melaksanakan kebijakan, pemberian ‘
bimbingan teknis serta supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan “
pelaksanaan  penataan lingkungan
sosial; 5\
7. Melakukan monitoring evaluasi dan ‘
pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain

yang ?
diberikan pimpinan sesuai bidang tugas \‘
dan fungsi. ‘
i
Kepala Seksi Kelembagaan, | 1. Menyusun rencana dan program kerja | 1. Belum
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial bidang kelembagaan, kepahlawanan optimalnya |
dan restorasi sosial; upaya .
2. Menyiapkan dan merumuskan pengembang |
kebijakan, regulasi, norma, standar, an dan |
pedoman, kriteria di bidang pelestarian
kelembagaan, kepahlawanan dan terhadap |
restorasi sosial; nilai-nilai |
3. Melaksanakan kebijakan, bimbingan kepahlawana |
teknis serta pemantauan dan evaluasi n, \
penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan,
keperintisan,  kesetiakawanan dan dan
restorasi sosial; kesetiakawa
4. Mengelola Taman Makan Pahlawan nan sosial.
wilayah Kota Kotamobagu;

5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi
lembaga konsultasi  kesejahteraan
keluarga dan unit peduli keluarga;
6. Melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi wahana kesejahteraan sosial
berbasis ~ masyarakat /|  pusat
kesejahteraan sosial, karang taruna dan
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1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal
sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan
inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan
berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan
masyarakat dengan pendekatan data rill, didukung teknologi
informasi dan tata kelola yang baik.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe C, Dinas Sosial Kota
Kotamobagu mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota
Kotamobagu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah di bidang sosial yakni urusan pemberdayaan sosial, penanganan
fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlidungan sosial, dan jaminan
sosial. Dari semua program dan kegiatan yang lahir dari berbagai urusan
tersebut, dipandang mampu menopang pencapaian visi dan misi
dimaksud.Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 -
2023 yang ketiga yakni ‘MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN
DATA RIIL, DIDUKUNG TEKNOLOGI INFOMASI DAN TATA KELOLA
YANG BAIK"adalah misi yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Sosial Kota Kotamobagu.

Dalam rangka usaha pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas
Sosial Kota Kotamobagu dihadapkan pada beberapa hal yang dapat
mempengaruhinya, baik itu faktor penghambat dan faktor pendukung bagi.
Faktor-faktor penghambat dimaksud yakni : belum adanya produk hukum
berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu,
dan PMKS lainnya; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; belum akuratnya data PMKS dan (L

—————————— e ————
RENSTRA DINSOS BAB /Il PERMASALAHAN DANISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2019-2023

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




pelaporan;

Melaksanakan  pembinaan
teknis penyelenggaraan
fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah
di bidang sosial; dan .
Melaksanakan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi;

3.2.2 Misi Pembangunan Kota Kotamobagu.
Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka Dinas Sosial Kotamobagu
menitikberatkan pada Misi 3 dari Misi Pemerintah Kota Kotamobagu

sebagaimana berikut :

Tabel 3.2.2
Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

58

Berdasarkan

r;ang dibljﬁlﬁka?l
validitas

data
miskin yang baik |

diharakan
penanganangn
terhadap
permasalahan

PMKS tepat

sasaran dalam
upaya
peningkatan

| kejahteraan

Tugas

Fungsi

Hasil

Telaah Misi

\

Meningkatkan
pelayanan publik
berbasis kebutuhan
masyarakat  denga
pendekatan riil,
didukung  teknologi
informasi dan tata
kelola yang baik.

Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Perlindungan Jaminan
Sosial:

Melaksanakan urusan
bidang rehabilitasi dan
perlindungan jaminan
sosial.

Menyusun rencana dan
program  kerja  bidang
rehabilitasi dan
perlindungan jaminan sosial;
Merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bidang
rehabilitasi dan perlindungan
jaminan sosial;

Melaksankan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan
evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak diluar
panti dan / atau lembaga;
Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan
evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di
luar panti dan / atau
lembaga;

Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan
evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial tuna sosial
dan korban perdagangan
orang di luar panti dan / atau
lembaga;

Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan
evaluasi rehabilitasi sosial
lanjut usia di luar panti dan /
atau lembaga;

Melaksanakan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi
serta  pemantauan  dan
evaluasi perlindungan sosial

wakil

Foku

s

Dalam
mewujudkan misi
3 walikota dan

walikota,

Dinas Sosial
Kotamobagu

S Pada

pelaksanaan
program
Rehabilitasi dan
Perlindungan
Jaminan Sosial

Pelaksaaan
dan
Koordinasi
Rehabilitasi
sosial anak ,
penyandang
disabilitas

1

diluar panti, i

tuna susila
dan
perdaganga
n orang
diluar panti,
pemantauan
dan evaluasi
perlindunga
n sosial
korban
bencana
alam,
penyalahgu
naan
NAPZA
Penyusunan
dan evaluasi
Rehabilitasi
sosial anak ,
penyandang
disabilitas
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sesual dengan amanat RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun
2015-2019, maka arah kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia
Tahun 2015 — 2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan
Nawa Cita adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang
komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan
kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan akses pelayanan
dasar, dan penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara
kesejahteraan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana Pasal
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
memiliki 6 (enam) tujuan. Tiga diantaranya ditujukan bagi PMKS, dua
lainnya pada PSKS, dan satu tujuan ditujukan pada manajemen
penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat). Tujuan-
tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup.

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapali kemandirian.

3. Meningkatkan ketahanan sosial penduduk dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian penduduk dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.

6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

Adapun sasaran strategis Kementerian Sosial Republik
IndonesiaTahun 2015 — 2019 yakni :

\/ £ & « ‘A
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| keterbatasan

| anggaran

| 5. Lemahnya

| sinergitas/
koordinasi antar
perangkat daerah

‘ | | yang terkait dengan

| penanggulangan
kemiskinan

\ 6. Masih kuatnya ego
sektoral dari
! pemangku

kepentingan terkait

2. Meningkatnya kapasitas | Belum optimalnya | 1. Minimnya
SDM dan Lembaga | kapasitas pengalokasian
| kesejahteraan sosial | kelembagaan dan anggaran untuk
dalam penyelenggaraan | SDM sebagai pengembangkan
kesejahteraan sosial, | penyelenggara kapasitas SDM
melalui indikator | kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial

persentase (%) SDM
kesejahteraan sosial
yang meningkat
kapasitasnya dan
persentase (%) lembaga
kesejahteraan sosial
yang meningkat
kualitasnya .

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis pada RPJMD.

RTRW kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang
berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana
struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan
kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Wilayah Kota
pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat
melayani wilayah Kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat
mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat
berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, Kota perlu
dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Seguai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai
wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi
perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota
dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata
ruang wilayah Kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta Q{
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penetapan RTRW Kota Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan

berasaskan pada kaidah-kaldah perencanaan yang mencakup asas
keselarasan, kesorasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta
ketarkaitan antarwilayah balk di dalam kota itu sendiri maupun dengan

kota sekitarnya

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Kotamobagu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu
Tahun 2014 - 2034, Dalam kajlan RTRW tersebut, Dinas Sosial Kota
Kotamobagu tidak tersangkut secara langsung terhadap pelaksanaan
kebijakan dalam penerapan RTRW,

3.5. Penentuan Isu Strategis.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa yangakan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai
sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola
secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan hasil review dari gambaran pelayanan perangkat
daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial
Republik Indonesia; implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah,
dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dapat
dirumuskan isu strategis Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui
penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan
keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial.

2. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data J-
mandiri.

e ]
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3. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

4. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan
dasar PMKS.

Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai
nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Adapun metode penentuan isu-isu strategis tersebut dapat

digambarkan pada Tabel 3.5.1, Tabel 3.5.2, dan Tabel 3.5.3 sebagaimana
disajikan di bawah ini :

Tabel 3.5
Penentuan Isu-lsu Strategis
No Isu-isu Strategis ~ Kode
1 | Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui AA
penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan
keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial . |
2 | Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data BB
mandiri
3 | Peningkatan  kualitas dan peran dari PSKS dalam CcC
penyelenggaraan kesejahteraan sosial : N
4 | Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan DD
dasar PMKS
5 | Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan ISt
nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Tabel 3.5.1
Sinkronisasi / Harmonisasi Penentuan Isu-isu Strategis

Sinkronisasi / Hamonisasi

No. Isu-Isu Strategis Kode Isu-isu Strategis
AA | BB | CC | DD | EE
1 | Review Permasalahan Perangkat Daerah (Bab II) v YA [ v v
2 | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah delmsnlng | 7 | v
3 | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L v v v v v

4 | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat | v | v | v | v [ V
Daerah Kota Kotamobagu

5 | Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah | v | v | v | vV [ V

6 | Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah ety | ¥V | 7

e T T T
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Tabel 3.5.2

Pembobotan Isu-isu Strategis

R

Sinkronisasi / Hamonisasi

No. Isu-Isu Strategis

Kode Isu-isu Strategis
| BB | CC | DD | EE

4

AA

1| Memiliki Pengaruh yang Besar/Signifikan Terhadap

: A 10 | 10 10 10 7
Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional | | !
2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah 25 ' 25 25 25 25
Daerah R 8 | et | |
3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah 10 9 10 10 8
danmasyarakat SAl) il i | |
4 | Memiliki daya ungkit yang signifikan 20 23 20 5 20
terhadappembangunan daerah I N | | |
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 8 8 5 8 10
6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 20 | 20 10 | 20 | 5
Tabel 3.5.2
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No Isu-isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor |
1 | Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 98

PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana,
pendampingan, pelatihan keterampilan, dan
pemberian bantuan, dan advokasi sosial.

2 | Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian 95

pelayanan kebutuhan dasar PMKS.
3 | Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui 93

pemutakhiran data mandiri. |
4 | Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam 80

penyelenggaraan kesejahteraan social

perjuangan dan nilai nilai  kepahlawanan,
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

|
|
5 | Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah 75 ‘
|
|

Berdasarkan tabel skor isu strategis di atas, maka dirumuskan isu-
isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui
penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan
keterampilan, dan pemberian bantuan, dan advokasi sosial ;

2. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan
dasar PMKS;

3. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data
mandiri;

4. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

5. Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai
nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; 0[
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai
oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu diselaraskan dengan isu strategis
yang telah dirumuskan sebelumnya yang mencakup :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui
penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan,
keterampilan, dan pemberian bantuan sosial;

2. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan
dasar PMKS;

3. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data
mandiri;

4. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam rangka
penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

5. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan
sosial, dan restorasi sosial.

4.1.1 Tujuan:
Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS;
2. Meningkatkan akurasi dan kualitas data kesejahteraan sosial
sebagai sumber data tunggal;
3. Meningkatkan peranan PSKS dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan
4. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial.
4.1.2 Sasaran:
Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS.
2. Meningkatnya akurasi dan kualitas data Kesejahteraan Sosial
sebagai sumber data tunggal
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. Meningkatnya peranan PSKS dalam rangka penyelenggaraan
sejahteraan sosial;, dan
4. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai

‘penyediaan éarana dan prasarana, pendampingan,
,pli;gn dan pembenan bantuan sosial dan isu strategis

,,xgkum_‘ dalam satu tujuan  yakni memngkatkan

|
|
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|
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' 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 95
16 | Orang dengan HIV/AIDS 0
37 [ Korban Penyalahgunaan NAPZA ' ] 7
18 | Korban Trafficking IR 0
19 | KorbanTindak Kekerasan R - 10
11 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial L d L SR
| 21 | Korban Bencana Alam 50
| 22 | Korban Bencana Sosial Taea'd5
| 23 | Perempuan Rawan Sosial 354
| 24 | Keluarga Fakir Miskin 764 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 0
26 | Komunitas Adat Terpencil 0 N

Sumber Data : PemerintahDesa/Kelurahan yang dirangkum oleh TKSK.
Dari 26 (dua puluh enam) jenis PMKS yang ada, berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Kotamobagu secara umum
melaksanakan tugas dan fungsi menangani PMKS dan PSKS dan secara
khusus ada beberapa jenis PMKS yang membutuhkan keseriusan dalam
penanganannya yaitu : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis.

Penetapan tujuan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk
meningkatkan kesejahteraan PMKS adalah satu pilihan yang lebih realistis
yang dapat dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu dari pada
terwujudnya kesejahteraan PMKS yang hanya dapat dicapai melalui kerja
secara kolektif perangkat daerah yang dalam Pemerintah Kota
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Kotamobagu. Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam menetapkan sasaran
meningkatkan kesejahteraan PMKS berjalan dalam koridor tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku. Dari sisi lain,
perangkat daerah lainnya juga melakukan tugas yang sama dengan
berdasar kepada tugas dan fungsi masing-masing.

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan akurasi dan kualitas data
kesejahteraan sosial sebagai sumber data tunggal dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberian
bantuan/pemberdayaan. Data kesejahteraan sosial secara umum adalah
data fakir miskin dan orang tidak mampu dengan bermacam parameter
yang dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam
pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data
tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.

Dalam rangka menunjang kualitas data kesejahteraan sosial,
Pemerintah Kota Kotamobagu secara aktif melakukan verifikasi dan
validasi data. Kualitas hasil verifikasi dan validasi data sangat bergantung
pada pihak-pihak yang melaksanakan verifikasi dan validasi. Pihak-pihak
dimaksud diantaranya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah, Dinas Sosial sebagai Fasilitator di Kabupaten/Kota, Pemerintah
Kelurahan/Desa, serta PSKS yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangatlah penting bagi Dinas
Sosial Kota Kotamobagu untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap
seluruh unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi
data kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis,
pemberian tali asih terhadap petugas, dan sebagainya.

Tujuan ketiga adalah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota
Kotamobagu adalah meningkatkan peranan PSKS. Yang dimaksud PSKS
dalam hal ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,
mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara ringkas PSKS merupakan mitra kerja Pemerintah dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam meningkatkan peran
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Tabel 4.3
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kotamobagu

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN | 2019 | 2000 | 2021 | 2022 | 2002

Target | Target | Target | Target ” Target

1 2 3 6 7 8 9 10 |
Meningkatkan Kesejahteraan | Meningkatnya Kesejahteraan | Jumlah  Penyandang Masalah A

1 | Penyandang Masalah | Penyandang Masalah | Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang | 898 898 898 898 898
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kesejahteraan Sosial (PMKS). | Tertangani

Jumlah Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat
(WKBSM) vyang menyediaakan 54 63 (135 135 135
sarana dan prasrana
kesejahteraan Sosial

Meningkatkan peranan PSKS
2 | dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Meningkatnya Potensi dan
sumber kesejahteraan PSKS.

Meningkatkan pengelolaan | Meningkatnya pengelolaan !
kekayaan budaya dan nilai-nilai | kekayaan budaya dan nilai- ,
3 | kepahlawanan, keperintisan dan | nilai kepahlawanan, ._M”__m%_xﬁ%m_m: LWL 1 1 1 1 1
restorasi sosial. keperintisan dan  restorasi yang
sosial. "
1
Meningkatkan Pelayanan Meningkatnya Administrasi Cakupan ketersediaan adminsitrasi :
4 Administrasi Perkantoran Perkantoran perkantoran 100 100 100 100 100
5 Meningkatkan Kualitas Sarana Meningkatnya Kualitas Sarana | Presentase Kualitas Sarana dan 100 100 100 100 100
dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

e e e TS A Eit i o =
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mencapai indikator-indikator tujuan dan sasaran Dinas
Sosial Kota Kotamobagu, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang
sejalan dan mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode
2019-2023. Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota
Kotamobagu adalah sebagai berikut :

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan dan sasaran jangka menengah (Tahun 2019 s/d 2023) yang
ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu disesuaikan dengan
tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kota Kotamobagu yang
dijabarkan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun
2018-2023.
Adapun tujuan dan sasaran dimaksud dapat diuraikansebagai
berikut :
5.1.1. Strategi:
1. Penyusunan regulasi, penyusunan SOP, dan instrument
pemutakhiran data kesejahteraan sosial,
2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, bimtek in-house training,
dan FGD yang menjangkau seluruh PSKS;
3. Penyediaansaranadanprasarana, pendampingan,
pelatihanketerampilan, pemberianbantuan, danadvokasisosial,
4. Penyediaan kebutuhan dasar, perekrutan, dan penguatan kapasitas
petugas pendamping sosial; dan
5. Melakukan identifikasi, verifikasi,dan sosialisasi.
5.1.2. Arah Kebijakan:
1. Pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara mandiri dari
struktur pemerintahan paling bawah yakni Desa/Kelurahan,
2. Meningkatkan keberadaan dari PSKS secara kuantitatif dan
kualitatif;
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abel 5.1

n, Sasaran, Strategi,
ggé&uﬂ?é%»%&i!%%&gﬁ

TUJUAN SASARAN STRATE KEBLIAKAN
Meningkatkan kesejahteraan | Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS. _v%g sarana dan prasaranz, Menyediakan zsiiti=s
sosial PMKS pendampingan, pelafihan keterampian, dan | Penunjang bagi PMKS agar
.%.ﬁow
Meningkatkan akwrasi dan | Meningkatnya akurasi dan kualitas data Kesejahteraan Penyusunan Regulasi, Standar Operasional | Pemutakhiran datz
( ! | Kesejahteraan Sosial secara
Sosial sebagai sumber data data Kesejahteraan Sosial | mandiri dari Stuktur
Pemerintahan paling bawah
)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan
untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan
program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah
guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi.

Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan, Sasaran di Dinas
Sosial Sebagai Berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS didukung
oleh program dan kegiatan sebagai berikut -

Program . Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan PMKS lainnya.

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin.

Program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan : Penanganan penanggulangan bencana

Kegiatan : Penanganan PMKS Penyandang Disabilitas,
Lanjut Usia, Anak Terlantar, pengemis, dan

Gelandangan

Program . Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Kegiatan : Pemberian bahan makanan sembako kepada
panti asuhan

Program : Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Singgah
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Visi
Renstra :

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial
Tahun 2019-2023
KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAING
i) !
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| Rehabilit | cakupan 0 0 0 0 90
, asi sarana - - - - 50,000,00 50,
, gedung | dan 0 000
kantor prasarana ,00
aparatur 0
(%)
Meningk | Menin 100 100 100 100 1 100
atkan gkatn 0
kualitas | ya 0
Disiplin disipli
Aparatur | n
aparat
ur
Program | Tingkat 100 100 100 100 1 100 10
Peningk | kepatuha 710,0 260,000 610,000 | 0 | 260,0 610,0000 | 0 | - DINAS DINAS
atan n 00,00 ,000 ,000 | 0 | 00,00 00 SOSIAL | SOSIAL
Disiplin | aparatur 0 0
| Aparatur | ()
7 Pengada | tingkat 90 90 90 9 90
an kepatuha 60,00 60,000, 60,000, | 0 | 60,00 60,000,00 300
pakaian n aparatur 0,000 000 000 0,000 0 ,00
kerja (%) 0,0
lapangan 00
Pengada | tingkat 90 90 90 9 90
an kepatuha 200,0 200,000 200,000 | 0 | 200,0 200,000,0 1,0
pakaian n aparatur 00,00 ,000 ,000 00,00 00 00,
dinas (%) 0 0 000
harian ,00
dan 0
perlengk
apan

e A sl
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TABEL 7.1

100

-

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD b

|

| _

|

|

|

Kondisi Indikator TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja
NO INDIKATOR KINERJA Ec Cie feptaiid
Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 Periode RPJMD
2018 (2023)
Target Target Target Target Target
1 3 5 6 7 8 9 10 20
1 Presentase PMKS yang Tertangani 53 20 20 20 20 20 100
Persentase Peningkatan Kualitas
2 Potensi Sumber Kesejahteraan 43,55 43,55 43,55 100 100 100 100
Sosial (PSKS)
Presentase Penyediaan Rumah
3 Singgah bagi Anak Terlantar 0 2 190 100 100 100 o
Presentase Panti Asuhan yang
4 mendapatkan bantuan 100 100 100 100 100 100 100
Presentase Korban bencana yang
5 menerima bantuan social selama 100 100 100 100 100 100 100
masa tanggap darurat
Presentase PMKS skala yang
6 | memperoleh bantuan social untuk 11,31 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18,45
pemenuhan kebutuhan dasar
Presentase PMKS yang memperoleh
7| bantuan social 25.03 436 20 20 20 20 20
Presentase Pemeliharaan Taman
8 Makarn Pahlawan 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Layanan Administrasi
9 Porkantoran 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Layanan Sarana dan
10 Prasarana Aparatur 100 100 100 100 100 100 100
11 | Tingkat Kepatuhan Aparatur 100 100 100 100 100 100 100
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Pencapaian ndikator  pertama  yaitu  prosentase PMKS yang
memperoleh  bantuan  sosial,  Dinas Sosial  Kota Kotamobagu
melaksanakannya  dengan program  Pemberdayaan  Fakir Miskin,
Komunitas Adal Terpencll, dan PNIKS lainnya, yaitu dengan pemberian
dantuan sosial hepada 18 (ima belas) KUBE dan Rehabilitasi Sosial 15
(dma belas) RSRTLH, yang pka dikonversi seluruhnya berjumiah 660
(enam ratus enam puli) jiwa. Bantuan KUBE diberikan dalam bentuk
barang yang dapat menunjang usaha sesual dengan kebutuhan kelompok
dengan twuan untuk merangsang dan meningkatkan potensi-potensi
usaha ekonomi produktif dan PMKS dalam mengelola usaha secara
berkelompok sehingga diharapkan bantuan tersebut dapat berpengaruh
terhadap peningkatan produktifitas dan pendapatan PMKS.

RS-RTLM diberikan kepada 18 (lima belas) rumah tangga yang
menghuni rumah yang tidak layak secara teknis, kesehatan, dan sosial.
Bantuan RS-RTLH berbentuk jasa perbaikan rumah hunian.Kelompok
sasaran pemberian bantuan RS-RTLH adalah PMKS. Dengan
pelaksanaan RS-RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan,
dan mengurangi beban anggota rumah tangga dalam menjalankan
fungsi-fungsi sosialnya masing-masing.

Prosentase PMKS yang tertangani mencakup PMKS yang
diberikan bantuan sosial maupun PMKS yang diberikan bantuan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Target jumiah PMKS yang menjadi
sasaran adalah sebesar 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) jiwa
setiap tahunnya hingga tahun 2023, Dan jumiah tersebut terdapat
sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) jiwa yang diberikan bantuan
sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar terditi dan penyandang
disabilitas terlantar, anak terantar, lanjut usia terantar, serta korban
bencana alam dan bencana sosial Dengan pemberian bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan PMKS sasaran dalam 1 (satu) tahun.

Prosentase pelaksanaan pemutakhiran data kesejahteraan sosial
menggambarkan jumlah pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang
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BAB VIl
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen
perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun
2019-2023. Dokumen renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan
bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan
gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu
diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan
kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi
komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Sosial
Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota
Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota
Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman
dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kotamobagu setiap
tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhésilan renstra ini dapat diwujudkan
dengan adanya kesepahaman yang sama dalam
mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan.
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